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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Pengembangan dan perubahan suatu organisasi merupakan suatu keniscayaan yang 

mempengaruhi pengembangan dan perubahan organisasi. Perubahan tersebut dapat bersumber 

dari internal dan eksternal organisasi. Terhadap faktor yang bersumber dari internal 

organisasi, organisasi bisa melakukan adaptasi dengan cara melakukan perubahan 

yang reaktif dan/atau perubahan yang direncanakan atau proaktif. Terhadap 

kondisi tersebut, seorang pimpinan dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang cepat dan 

tepat agar organisasi bisa beradaptasi dengan baik. Sehingga organisasi bisa bertahan dan 

tumbuh (peningkatan pelayanan publik) secara berkelanjutan. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara 

yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik 

diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini 

dimaksudan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik 

bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelengaaran pelayanan publik. 

Saat ini BPN sudah mulai memperbaiki dalam banyak hal, terkait dengan kecepatan dalam 

pelayanan, pelayanan yang sederhana, bahkan pelayanan murah dan gratis, tentunya dalam 
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memperbaiki pelayanan banyak menemukan hambatan dan kendala, baik itu dari intenal 

maupun eksternal 

B. Tujuan Aksi Perubahan 
 

1)   Tujuan Jangka Pendek (Output) 
 

Tersedianya Pelayanan informasi dan pengaduan dalam pelayan pertanahan 

2)   Tujuan Jangka Menengah (Outcome) 
 

Terintegrasinya pelayan informasi dan pengaduan dan dalam membantu percetapan 

pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep 

3)   Tujuan Jangka Panjang (Impact) 
 

Dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam Pelayanan yang 

cepat dan tepat di kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep  

C. Manfaat Aksi Perubahan 

Pada akhir dari semua pemikiran ini, tentu penulis mengharapkan agar dapat diperoleh 

manfaat bagi semua pihak. Berikut ini manfaat yang diharapkan dari hasil aksi perubahan ini: 

1)   Bagi Penulis 
 

Sebagai pihak yang paling membutuhkan solusi atas masalah yang diangkat dalam 

aksi perubahan ini, tentu penulis sangat berharap solusi tersebut dapat memberikan 

efek positif. Antara lain yaitu: 

 a)  Peningkatan kinerja, kompetensi, dan kapasitas kerja pada Loket informasi 
 

b)  Pengelolaan informasi terintegrasi dengan baik. 
 

c)  Terlaksananya hubungan masyarakat dan pelayanan informasi dengan baik. 

2)   Bagi Organisasi (Pihak Internal) 
 

Pimpinan sebagai sosok utama yang menjadi penanggung jawabum Kantah Kab. 

Sumenep sebagai satuan kerja dapat memantau kinerja di Subbagian Tata Usaha, 

yang diukur dari pelayanan yang baik dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

Penulis menaruh harapan yang besar, dengan Laporan Aksi Perubahan yang 

disusun ini, dapat Meningkatkan layanan Informasi dan Pengaduan masyarakat di 

kantor Pertanahan kabupaten Sumenep. 

3)   Bagi Stakeholder Terkait (Pihak Eksternal) 

Hubungan kerja yang terkait dengan para stakeholder yaitu pihak eksternal 

mempermudah kantor BPN dalam penanganan layanan informasi dan pengaduan   
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BAB II 

PROFIL PELAYANANAN PUBLIK 

A. Tugas dan Fungsi Pelayanan 
 

1)   Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 

disebutkan bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional. 

Tugas kantor pertanahan sebagaimana terdapat pada pasal 19 dari peraturan 

tersebut adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan 

Nasional di Kabupaten Kab. Sumenep. Adapun fungsi Kantor Pertanahan 

sebagaimana pasal 20 peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 

b) pelaksanaan survei dan pemetaan; 

c) pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; 

d) pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 

e) pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 

f) pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; 

g) pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; 

Adapun bagan organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 2.1  Bagan Organisasi Kantor Pertanahan 

 

Kabupaten Sumenep merupakan Daerah paling timur di pulau madura. 

Dimana Kabupaten Kab. Sumenep merupakah kabupaten yang terdapat kerajaan 

bahkan kabupaten Sumenep digadang-gadang adalah solonya pulau madura. 

Dimana menurut data statistic kabupaten Sumenep berpenduduk  jiwa sebanyak 

1.124.436, diaman terdapat 542.735 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 

581.701 dengan jenis kelamin perempuan.  

Luas Wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km², terdiri dari 

pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah 

kosong seluas 14,680877 km², perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 

1.130,190914 km², kolam/ pertambakan/air payau / danau / waduk / rawa seluas 

59,07 km², dan lain-lainnya seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten 

Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan 

perikanannya seluas +50.000 km². 

2)   Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha 
 

Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan, Penulis 

bertugas pada unit yang melakukan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi 

pelayanan  pertanahan  berbasis  elektronik, dan  pelaksanaan fasilitasi reformasi 

birokrasi di Kantor Pertanahan (Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 17/2020)  

Adapun fungsi Subbagian  Tata  Usaha, yaitu sebagai berikut (sesuai Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN No.38/2016): 

a) penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan; 

b) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis 

pertanahan; 
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c) pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan 

pengelolaan urusan kepegawaian; 

d) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor 

Pertanahan; 

e) pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara; 

f) pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan 

penyelenggaraan layanan pengadaan; 

g) pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan  

h) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi  

hukum,  peraturan  perundang-undangan, dan penanganan pengaduan 

masyarakat. Maka  pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan 

informasi, advokasi  hukum,  peraturan  perundang-undangan dan penanganan 

pengaduan masyarakat menjadi tugas yang penting bagi BPN 

3)   Area Bermasalah 

Saat ini untuk pelayanan hubungan hukum masyarakat memang menjadi 

masalah yang menjadi sorotan utama, karen BPN adalah kantor pelayanan, maka 

pelayanan yang baik adalah menjadi modal utama bagi kantor pertanahan, dalam 

hal ini pelayanan pertanahan sebenarnya menjadi tugas loket informasi dan 

pengaduan, akan tetapi saat ini, untuk masyarakat yang ingin menanyakan 

informasi dan pengaduan hamper semuanya di tangani oleh pejabat pengawas atau 

para koordinator substansi, sehingga secara langsung akan sangat mengganggu 

pekerjaan rutin dari pejabat  tersebut, dimana seharusnya jika ada informasi hanya 

sekedar tentang tata cara pendaftran dan syarat pendaftaran cukup di tangani oleh 

loket informasi dan jika hanya pengaduan tentang perkembangan berkas juga cukup 

pada loket pengaduan, berikut saya sajikan evident masih adanya masyarakat yang 

dating ke kantor BPN menemui pejabat atau koordinator substansi hanya untuk 

menanyakan syarat atau perkembangan berkas permohonan : 
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Gambar 2.2 Daftar Buku Tamu 

  

Gambar 2.3 Tamu pada seksi PHP dan Seksi SP 

Selain permasalahan tamu yang datang menmui para pejabatnya, di kantor BPN 

Sumenep juga sangat sedikit sekali untuk permohonan tanpa kuasa, dimana 

permohonan hampir Sebagian besar adalah PPAT/Notaris untuk eviden kami bisa 

saya sajikan rekap dari data KKP 
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Gambar 2.4 Daftar permohonan kuasa oleh notaris 
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Gambar 2.5 konten pada Instagram dan Facebook Kantor BPN Sumenep 

 

Sebenarnya dalam hal sosialiasi tentang layanan pertanahan, media social juga 

dianggap sangat efektif untuk dilakukan, seperti membuat konten yang berisikan 

tentang, apa saja layanan pertanahn, apa syaratnya, bagaimana prosesnya, dan juga 

tentang berapa biayanya, agar masyarakat tau dan melaukan sendiri pendaftaran 

pelayanan pertanahan, tidak menggunakan calo atau jasa pengurusan, dan sebagai 

evden bahwa selama ini medsos BPN sumenep, hanya berisi tentang foto kegiatan 

saja dan bukan konten tentang pelayanan, saya coba berikan potongan konten yang 

disajikan pada IG dan facebook BPN Kab Sumenep :  

Maka dari permasalahan diatas pelu dilakukan aksi perubahan, dimana aksi 

perubahan adalah suatu upaya intervensi agar terdapat peningkatan kinerja pada 

Subbagian Tata Usaha Kantah Kab. Sumenep. Peningkatan dan perbaikan 

dilakukan dengan menemukan area yang bermasalah agar dapat dilakukan suatu 

aksi perubahan. Untuk menemukan area bermasalah dilakukan identifikasi isu 

strategis yang mengacu kepada uraian tugas yang diemban. Beberapa isu strategis 

yang penulis identifikasi adalah sebagai Berikut : 
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Tabel 2.1 Identifikasi Kondisi Saat Ini 

 

No

. 

Tugas dan 

Fungsi 

Kondisi saat 

ini 

Kesenjanga

n 

(gap) 

Kondisi yang 

diharapkan 

Upaya yang 

akan dicapai 

1. Pelaksanaan 

urusan 

Hubungan 

masyarakat dan 

pelayanan 

informasi, dan 

pelayanan 

pengaduan 

- sedikitnya 

pernohonan 

tanpa kuasa 

-Kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang tugas 

fungsi kantor 

pertanahan 

 

• 

masyaraka

t 

mengangg

ap pihak 

desa dan 

notaris 

adalah 

tempat 

melakukan 

pelayanan 

   pertanahan 

• 

masayarak

at bisa 

melakukan 

pendaftara

n langsung 

ke BPN 

• petugas loket 

informasi bisa 

memberikan 

informasi 

terkait 

pendaftaran  

• 

Sosialilsas

i tentang 

pelayanan 

BPN  

•p e n g e n a l a

n  B P N  

m e l a l u i  

m e d i a  

s o s i a l  

2. Pengoordinasia

n dan fasilitasi 

pengelolaan 

pelayanan 

pertanahan 

Belum 

terwujudny

a layanan 

informasi 

dan 

pengaduan 

terintegrasi 

dengan baik 

   Pembagian 

sumber daya di 

Kantor 

Pertanahan 

Terwujudny

a pelayanan 

pertanahan 

yang 

profesional 

secara 

komprehenif 

 

Mengoptimalka

n sumber daya 

yang ada untuk 

mencapai hasil 

terbaik 

3. Pelayanan 

Informasi 

media sosial  

Belum 

maksimalnya 

informasi 

tentang layanan 

pertanahan di 

media IG tau 

Facebook 

Informasi 

medsos hanya 

menyajikan foto 

dan kegiatan 

BPN 

Media social 

tersebut bisa 

memberikan 

informasi, tata 

cara, 

persyaratan 

dan biaya 

dalam layanan 

pertanahan 

Dalam konten 

medsos 

disajikan,  

informasi, tata 

cara, 

persyaratan dan 

biaya dalam 

layanan 

pertanahan 
 

Berdasarkan tabel di atas, untuk memfokuskan area intervensi yang akan 

menjadi prioritas penyelesaian masalah, yaitu: 

1) Masih sedikitnya permohona sendiri tanpa kuasa. 

2) Belum terwujudunya pelayanan loket informasi dan pengaduan yang 

terintegrasi pada  kantor pertanahan KaB Sumenep 

3) Belum maksimalnya informasi tentang layanan pertanahan di medsok (IG dan 

Facbook) 
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B. Sumber Daya 
 

1)   Sumber Daya Manusia 
 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kab. Sumenep memiliki pegawai sebanyak 31 

orang ASN, 50 orang PPNPN, dan 10 orang ASK. Secara jumlah komulatif sudah 

mencukupi tetapi kami menghitungnya berdasarkan pekerjaan rutin, tidak termasuk 

dengan pekerjaan PTSL.Namun dari sisi pelaksana sebagai penggerak utama. 

Jalannya organisasi masih sangat terbatas untuk pelayanan loket informasi dan 

pengaduan, Adapun secara rinci sebaran pegawai adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.2 Data SDM Kantah Kab. Sumenep 

 
 

No. 
 

Uraian 
Jumlah Pegawai  

Jumlah 
PNS PPNPN ASK 

1 Kepala Kantor Pertanahan 1   1 

2 Subbagian Tata Usaha 1   1 

a.  Sekretaris Pimpinan     

b.  Petugas Loket 2 3  5 

c.   Petugas Keamanan  3  3 

3 Seksi Survei dan Pemetaan  

 

   

4 Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

    

5 Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan 

    

6 Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan 

    

7 Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa 

    

Jumlah     

Sumber: Data Pokok Kantor, 2023 
 

Dari data pada tabel di atas, Penulis mencoba fokus pada Subbagian Tata 

Usaha yang dibahas pada tulisan ini. Dimana tugas yang menjadi tanggung jawab 

dan harus diselesaikan oleh 1 (satu) orang di Subbagian Tata Usaha itu mencakup 

urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, lalu urusan umum dan kepegawaian, 

dan tentunya urusan keuangan dan BMN yang di dalamnya juga ada seorang 

Bendahara. 

 

2)    Sarana Prasarana 

Kantor pertanahan kabupaten sumenep, berkoasi di Jalan payudan barat No.2 Desa 

Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Saat ini menggunakan 

gedung kantor dua lantai sebanyak dua pintu yang digunakan sebagai kantor. 
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Adapun sarana dan prasarana yang kusus digunakan dalam layanan loket adalah 

sebanyak 5 Loket sebagai berikut. 

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana 
 

Uraian Jumlah Keterangan 

Gedung Kantor 1 unit  Hak Pakai 

Peralatan dan Mesin:   

PC + printer  5 unit BMN 

Fingerprint KTP 2 unit BMN 

Scanner 3 unit  BMN 

                     Sumber: Laporan Barang Milik Negara (BMN), 2023 
 

Dari tabel di atas, dapat tergambar bahwa Kantah Kab. Sumenep sudah cukup 

memadai dalam hal sarana dan prasarana. Akan tetapi kondisi ini sedikit tidak 

diimbangi dengan pelayanan loket informasi dan pengaduan yang belum teritegrasi 

dengan baik. 

 

Gambar 2.6 Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep 

 
3)    Anggaran 

 
Kantah Kab. Sumenep pada tahun anggaran 2023 memperoleh anggaran dalam    

Daftar    Isian    Pelaksanaan    Anggaran    (DIPA)    sebesar 

Rp10.981.869.000.,- (Sepuluh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta 

Delapan Ratus enam Puluh Sembilan ribu) . sedangkan untuk Anggaran yang 

berkaitan tentang layan informasi dan pengaduan adalah sebagai berikut : 

1. Layanan Hubungan Masyarakat : 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) 

2. Layanan Data dan Informasi : 38.591.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima 

Ratus Sembilan Puluh Satu ribu) 
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Gambar 2.7 Rincian kertas kerja satker TA 2023 
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BAB III ANALISIS MASALAH 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, penulis merumuskan 

masalah yang terdapat pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kab. 

Sumenep, khususnya pada loket yaitu sebagai berikut: 

1) Masih sedikitnya permohona sendiri tanpa kuasa. 

Begitu banyak Pelayanan di BPN, dari mulai cheking, peralihan hak, sampai 

pendaftaran pertama kali, dari semua pelayanan di BPN tersebut ada beberapa yang 

dimana msyarakat tidak bisa  melakukan pendaftran sendiri atau langsung, seperti 

Cheking, pasang Hak Tanggungan dan Roya elektronik sedangkan untuk pelayanan 

selain 3 layanan tersebut, masyarakat bisa melakukan pendaftran sendiri tanpa kuasa, 

selain beberapa kemudahan yang bisa di dapat seperti loket prioritas juga psti biaya 

yang lebih murah daripada melakukan pendaftran melalui pihak ketiga atau 

dikuasakan melalui jasa pengurusan. Di kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, 

masih ditemukan banyak sekali pendaftaran dengan menggunakan jasa pengurusan, 

sebagai eviden saya coba lampirkan data rekap dari system KKP. 
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Gambar 3.1 Daftar Permohonan Pendaftaran  

 

2) Belum terwujudunya pelayanan loket informasi dan pengaduan yang terintegrasi 

pada  kantor pertanahan Kab Sumenep. 

Loket adalah wajah dari kantor pertanahan, karena petugas yang pertama kali 

memberikan informasi dan penjelasan adalah petugas loket, dan dalam sebuah kantor 

berjalannya roda organisasi menurut penulis ada komponen teknis terkait pelayanan 

produk dari pertanahan dan kompunen pelayanan informasi/hubungan masyarakat. 

Yang diamana menurut penulis saat di di kantor Pertanahan kabupaten sumenep, 

salah satunya belum maksimal dalam pelayanan loket informasi pengaduan, karena 

saat ini, jika ada masyarakat yang datang untuk meminta informasi ataupun 

melaporkan pengaduan, masih dihadapkan dengan pejabat structural atau para 

coordinator substansi, padahal kepentingan yang ditanyakan terkadang hak yang bisa 

di selesaikan di loket informasi dan pengaduan dan tidak begitu urgent, sehingga 

akan berdampak pada aktifitas para pejabat pengawas atau para koordinator substansi 

dalam hal menyelelesaian pekerjaan rutin seharii hari, sebagai evident penulis akan 

dajikan data terkait masih adanya tamu/masyarakat yang menemui pejabat dikantor 

pertanahan kebupaten sumenep : 
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Gambar 3.2 Tamu pada seksi PHP dan Seksi SP 

 

 

Gambar 3.3 Daftar permohonan kuasa oleh notaris 

 

3) Belum maksimalnya informasi tentang layanan pertanahan di medsok (IG dan 

Facbook) 

Media sosial saat ini menjadi media yang efektif dalam memberikan informasi karena 

selain mudah juga murah, media sosial seperti IG, tiktok, facebook dll, adalah media 

yang pasti dipakai semua instansi pemerintah dalam hal memberikan informasi 

kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengenal dan mengetahui eksistensi tari 

isntansi tersebut. Begitu pula dengan kantor BPN kabupaten Sumenep, juga 

menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi dan pengenalan. Akan tetapi 

konten yang disajikan adalah berupa informasi kegiatan-kegiatan saja, seharunya 

konten yang di buat juga terkait edukasi terkait layanan pertanahan, berupa apa saja 
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layanan yang ada, bagaimana prosedurnya, apa syaratnya dan berapa biayanya. 

Sebagai eviden penulis coba tampilan contoh konten yang di sajikan BPN kabupaten 

Sumenep dalam akun Intagram dab Facebok. 

 

Gambar 3.4 konten pada Instagram dan Facebook Kantor BPN Sumenep 

B. Penetapan Masalah Utama 
 

1)  Metode Penentuan Masalah Utama 
 

Penentuan masalah utama dilakukan untuk memilih tiga permasalahan menjadi  

satu  isu  utama  menggunakan  Metode  USG  (Urgency, Seriousness, dan Growth) 

yakni : 

a. urgency 

 mendesak harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. 

b. seriousness  

 harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. 

c. growth 

 memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. 
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Tabel 3.1 Keterangan dari USG 
Nilai Urgency (U) Seriousness (S) Growth (G) 

5 Sangat urgent Sangat serius Harus ditangani segera 

4 urgent Serius Toleransi waktu singkat 

3 Cukup urgent Cukup serius Toleransi waktu cukup lama 

2 Kurang urgent Kurang serius Toleransi waktu lama 

1 Tidak urgent Tidak serius Toleransi waktu sangat lama 

 

Penetapan masalah utama dengan menggunan metode USG menggunakan teknik 

pembobotan. Masalah yang teridentifikasi diberi nilai secara subjektif namun dilandasi 

pemahaman tentang masalah tersebut. Masalah utama adalah masalah yang memiliki 

skor akumulatif paling tinggi. Penetapan masalah dengan metode USG untuk tiap-tiap 

kriteria sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3.2 Memilih Isu Strategis dengan Kriteria USG 

 
 Isu/Masalah Nilai Total Ranking 

U S G 

1 

 

 

Masih sedikitnya permohonan 

sendiri tanpa kuasa. 

4 4 4 12 3 

2 Belum terwujudunya pelayanan 

loket informasi dan pengaduan 

yang terintegrasi pada  kantor 

pertanahan Kab Sumenep 

5 5 5 15 1 

3 Belum maksimalnya informasi 

tentang layanan pertanahan di 

medsok (IG dan Facbook) 

4 4 5 13 2 

 
Pada tabel di atas, penulis menggunakan kriteria USG dalam pemilihan isu 

strategis yang diangkat dalam pembahasan ini.  

Setelah dilakukan analisis dengan metode USG, diperoleh masalah utama dari 

kondisi yang terjadi saat ini. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam penyebab–

penyebab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan analisis dalam beberapa 

elemen dengan menggunakan Fishbone diagram. Elemen–elemen inilah nantinya yang 

akan digunakan sebagai dasar penggalian inovasi untuk menjadi solusi dari 

permasalahan yang ditetapkan. Elemen–elemen tersebut dapat digambarkan dalam 

diagram Fishbone sebagai berikut : 
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Gambar 5. Fishbone Diagram Masalah yang dihadapi 

 
 

Tabel  3.3 Akar Permasalahan 

KETERANGAN AKAR MASALAH SOLUSI 
JANGKA 

WAKTU 

  
Untuk pemohon 

langsung rata-rata orang 

yang tidak paham tata cara 

pendafataran 

1.Memberikan sosialisasi melaui 

media cetak online maupun cetak, 

dan menggunakan media social 

sebagai ajang pembelajaran 

kepada masyarakat 

30 HARI 
  

LINGKUNGAN  

Masyarakat masih awam 

untuk proses pendaftaran 

2.Melakukan pendampingan dan 

memberikan informasi yang jelas 

kepada masyarakat 
50 hari 

 

 
MEASUREMENT 

Sedikitnya permohonan 

lansgung tanpa kuasa 

3.Untuk pemohon langsung, di 

prioritaskan untuk pelayanannya 50 hari 
 

 

METODE 

Tidak adanya 

komunikasi massif antara 

petugas loket dan seksi 

teknis 

4.Dibuatkan piket untuk 

penanggung jawab pada setia 

seksi yang terkait 
50 hari 

 

 

 

 
Tidak ada penanggung 

jawab di teknis untuk 

komunikasi pihak loket 

5.Membentuk penanggung jawab 

teknis untuk berkomunikasi 

dengan loket informasi dan 

pengaduan 50 hari 

 

 

MESIN 

Tidak ada alat 

komunikasi khusus 

pelayanan ekternal 

6.Membuat komunikasi khusus 

dengan pihak ekternas seperti 

Whatsaps 
50 hari 

 

 

 Tidak ada alat 

komunikasi sederhana 

antara loket dan teknis 

7.Memasang telepon yang 

internal kantor saja 
50 hari 

 

 

MAN 

Tidak ada petugas  

khusus loket informasi dan 

pengaduan 

8. Optimalisasi loket informasi 

dan pengaduan 

50 hari 

 

 

 

 Terbatasnya 

Pemahanman petugas loket 

9.Memberikan pelatihan dalam 

pelayanan loket 3 hari 
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MATERIAL 

Petugas loket kurang 

paham aturan hukum diluar 

pertanahan 

10.Mengadendakan diskusi 

mingguan terkait hukum 

keperdataan, hukum administrasi 

dan tata negara 8 hari 

 

 

 
Loket kurang paham 

terkait petunjuk teknis 

pendaftaran 

11.Mengagendakan kajian rutin 

setiap minggu terkait aturan-

aturan dalam pertanahan 
8 hari 

 

  

C. Analisis Kelayakan Inovasi 
 

Kelayakan inovasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi solusi permasalah yang 

terjadi saat ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 

1) Analisis kelayakan dari segi administrasi 

Inovasi yang dibuat dapat menjawab isu atau permasalahan dalam unit kerja sesuai 

tugas dan fungsi Pejabat Pengawas yakni di Subbagian Tata Usaha. 

2) Kelayakan ketersedian sumber daya 

Inovasi yang dibuat dapat diimplentasikan dengan dukungan sumber daya yang 

tersedia, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia di unit 

kerja. 

3) Kelayakan teknis 

Bentuk inovasi secara teknis dapat dibuat dan dapat diterapkan secara mudah dengan 

dukungan petugas loket yang profesional. 

4) Kelayakan regulasi 

Inovasi yang dibuat tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan teknis pelayanan di Subbagian 

Tata Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan. 

Maka dari 11 (sebelas) tawaran solusi yang disajikan pada tabel diatas pelu dilakukan 

kelayakan inovasi dengan melihat dari aspek kelayakan Analisis kelayakan dari segi 

administrasi, Kelayakan ketersedian sumber daya, Kelayakan teknis dan kelayakan Regulasi, 

untuk gambaran umumnya akan dipaparkan sesuai tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4 Kelayakan Permasalahan 

NO SOLUSI 
KELAYAKAN 

Administrasi Sumber Daya Teknis  Regulasi 

1 

Memberikan sosialisasi melaui 

media cetak online maupun cetak, 

dan menggunakan media social 

sebagai ajang pembelajaran 
 v  v  v  v 

2 

Melakukan pendampingan dan 

memberikan informasi yang jelas 

kepada masyarakat  v  x  x  x 
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3 
Untuk pemohon langsung, di 

prioritaskan untuk pelayanannya 
 v  v  v  v 

4 
Dibuatkan piket untuk penanggung 

jawab pada setia seksi yang terkait  v  v  v  x 

5 

Membentuk penanggung jawab 

teknis untuk berkomunikasi dengan 

loket informasi dan pengaduan  x  v  x  v 

  

    

6 

Membuat komunikasi khusus 

dengan pihak ekternas seperti 

Whatsaps  v  v  v  x 

7 
Memasang telepon yang internal 

kantor saja  v  x  x  x 

8 
Optimalisasi loket informasi dan 

pengaduan  v  v  v  v 

9 
Memberikan pelatihan dalam 

pelayanan loket  v  v  v v  

10 

Mengadendakan diskusi mingguan 

terkait hukum keperdataan, hukum 

administrasi dan tata negara  v  v  v  x 

11 

Mengagendakan kajian rutin setiap 

minggu terkait aturan-aturan dalam 

pertanahan  v  v v  x 

 

Dari 11 (sebelas) solusi yang dijabarkan diatas , ada 4 (empat)  solusi yang dapat dilaksanakan 

dalam proses aktualisasi kegiatan kedepannya, dan keempat point itu adalah point  1, 3, 8 dan 

9 dan untuk mendapatkan solusi yang tepat , maka lebih lanjut dengan melakukan penapisan 

dengan  metode Mc Namara, dimana menggunakan kriteria dari melihat : kontribusi (K), 

Biaya (B) dan Kelayakan (K) dengan skala nilai 1-5 sebagaimana tabel dibawah ini  : 

Tabel 3.5 Solusi Efektif 

 

Maka dari Analisa diatas gagasan inovasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah 

“OPTIMALISASI LAYANAN LOKET INFORMASI DAN PENGADUAN”  

NO ALTERNATIF SOLUSI 
NILAI TOTAL RANKING 

K B Ke     

1 
Memberikan sosialisasi melaui media cetak online 

maupun cetak, dan menggunakan media social 

sebagai ajang pembelajaran  3  4  4  11  4 

2 Untuk pemohon langsung, di prioritaskan untuk 

pelayanannya  2  5  5  12  3 

3 
Optimalisasi loket informasi dan pengaduan  5  5  5  15  1 

4 Memberikan pelatihan dalam pelayanan loket  5  4  5  14  2 
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BAB IV  

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

A. Terobosan Inovasi 
 

1)  Deskripsi Inovasi 
 

Perubahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan 

loket informasi dan pengaduan syang dapat mengatasi potensi masalah yang telah 

diuraikan penulis di atas. Secara lebih detil, loket informasi dan pengaduan ini untuk 

memenuhi hal-hal sebagai berikut. 

a.   Jika ada pemohon yang datang untuk melakukan pendaftaran dan data di system 

belum validasi, maka cukup di selesaikan oleh loket informasi dan pengaduan, 

pemohon tidak perlu datang dan mencari petugas untuk melakukan validasi. 

b. Untuk Masyarakat yang datang ke kantor pertanahan kab. Sumenep, dimana 

mereka ingin menanyakan tentang sampai dimana proses permohonannya, 

cukup di tangani oleh petugas loket informasi dan pengaduan, dan petugas loket 

yang akan mencari informasi tentang progres berkas permohonan tersebut. 

c. Ketika petugas teknis sudah tidak lagi disibukkan dengan tamu yang 

menanyakan progress berkas, bahkan tamu yang bertanya tata cara dan syarat, 

maka petugas teknis akan lebih focus dan cepat dalam melaksanakan tugasnya 

d. Untuk berkas yang ada kekurangan, maka petugas teknis tidak perlu sibuk untuk, 

membuat surat menyurat untuk dikirimkan kepada pemohon, jadi sudah 

merupakan tanggung jawan petugas loket informasi dan pengaduan untuk 

mengkonsep surat dan mendistribusikan, serta menginfentarisir berkas yang ada 

kekurangan, sehingga menjadi data base petugas loket dan informasi, untuk 

terciptanya satu pintu loket informasi  

 
2)  Model Inovasi 

 
Inovasi yang ditawarkan dalam aksi perubahan ini penulis akan sajikan dalam 

bentuk mekanisme informasi dan pengaduan yang teritegrasi dengan seksi terkait, agar 

layanan informasi dan pengaduan berjalan cepat dan tepat. Jadi model inovasi yang 

akan dialakukan adalah dengan strategi sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 SOP Kegiatan 

Gambar SOP diatas dengan penjabaran sebagai berikut : 

a. persiapan penentuan koordiantor pada setiap seksi masing-masing : ditunjuk siapa 

yang akan menjadi coordinator, dengan tanggung jawab memberikan informasi kepada 

loket informasi dan pengaduan jika ada berkas yang ada kekurangan atau bermasalah 

b. menyiapkan media penghubung antara coordinator petugas teknis dengan petugas 

loket informasi dan pengaduan. 

c. melakukan kajian rutin pada hari jumat pada jam 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, 

dimana kajian itu dilakukan dikantor pertanahan kabupaten sumenep, yang bertempat 

di ruang media, dengan system paparan dan diskusi, jadi salah satu peserta 

membawakan 1 materi yang akan di diskusikan bersama 

d. Melakukan pelaporan mingguan, terkait efektifitas kegiatan inovasi integrasi loket 

pelayanan dan pengaduan, laporan disajikan dalam bentuk berapa banyaknnya, 

masyarakat yang datang untuk meminta informasi atau penyampaian aduan, dan 

sampai sejauh mana loket informasi dan pengaduan bisa menyelesaikan permasalah 

dan sampai sejauh mana loket bisa memberikan informasi yang bisa diberikan kepada 

masyarakat 

e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan,dan mementukan apakah akan dilakukan 

strategi baru untuk menyikapi kekurangan, atau menjutkan strategi inovasi yang ada, 

jika dianggap sudah efektif  
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Tabel 4.1 Kanvas Inovasi 
 

 
Mitra Kerja 

 
Kegiatan Utama Nilai yang ditawarkan 

 
Hubungan klien 

 
Target Klien 

 Kepala        

Kantor 

Pertanahan 

 Semua pejabat 

pengawas 

 Balai Latihan 

Kerja 

 Optimalisasi 

loket informasi 

dan pengaduan 

 Mengadakan 

pelatihan terkait 

pelayanan loket 

 Monitoring berkas 

 memudahkan informasi 

masyarakat 

 informasi yang diterima valid 

 Membantu efektifitas petugas 

teknis. 

 Petugas loket yang lebih 

profesinal 

 

 Dapat mempercepat 

kegiatan informasi dan 

pengaduan 

 Mempermudah dalam 

penyelesaian pengaduan 

 Masayarakat yang ingin melakukan 

pendaftaran Tanah 

 Masyarakat yang ingin menanyakan 

progres pelayanan pertanahan 

 Masyarakat yang ingin menanyakan 

tata cara, dan apa saja yang menjadi 

pelayanan di kantor BPN Sumenep 

 
 

Pelayanan 

 

Pelayanan Loket yang cepat 

dan tepat 

Sumber Daya Unsur Biaya Imbalan 

 Petugas Loket 

 Staft Tata Usaha 

BPN Kab 

Sumenep 

 

DIPA Kantah Kab 

Sumenep 

Kepuasan public 

 

 

Legalitas  
Akuntabilitas 

 
SUSTAINABILITAS 
 

 
 Perkaban ATR/BPN 01 tahun 2010 

 Perkaban ATR/BPN 03 tahun 2010 

 

 Optimalnya pelayanan loket 

dalam permohonan berkas 

 Lebih responsif 

 

 Semakin meningkatnya kepuasan msyarakat dalam kemudahan 

pelayanan loket 

 informasi yang diberikan bisa lebih akurat   
Resiko 

Keinginan masyarakat yang 

melebihi dari tupoksi loket 

informasi dan pengaduan 
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Tabel 4.2 Kegiatan Aksi perubahan 
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B. Hasil Inovasi 

Hasil dari inovasi yang dikembangkan dalam Laporan Aksi Perubahan ini hendaknya 

dapat mewujudkan pelayanan loket informasi dan pengaduan yang terintegrasi. 

C. Manfaat Inovasi 

Sebagai pihak yang paling membutuhkan solusi atas masalah yang diangkat dalam 

aksi perubahan ini, tentu penulis sangat berharap solusi tersebut dapat memberikan efek 

positif. Antara lain yaitu: 

a)  Optimalnya pelayanan loket informasi dan pengaduan. 
 

b)  Mempermudah masyakat dalam informasi layanan pertanahan. 
 

c)  Dapat membantu seksi teknis dalam pemantauan dan informasi berkas.  

d)  Lebih tertib dalam persuratan untuk menginformasikan kekurangan berkas 

      kepada pemohon. 

Sedangkan bagi Organisasi (Pihak Internal), Pimpinan sebagai sosok utama yang 

menjadi penanggung jawab Kantah Kab. Sumenep sebagai satuan kerja dapat 

memantau kinerja di Subbagian Tata Usaha, terutama dalam pelayanan loket informasi 

dan pengaduan.  

D. Pemanfaatan Sumber Daya 

1. Tim Efektif 

Pemanfaatan Loket Informasi dan Pengaduan ini membutuhkan peran dari semua 

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan dengan dibuatnya Loket 

Informasi dan pengaduan ini maka maka sebagai Pemangku Kepentingan tertinggi 

dalam keberhasilan kinerja loket ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sumenep yang saat ini dijabat oleh Bpk Kresna Fitriyansyah, S.T.,M.Si kemudian di 

susun oleh Dodi Suryamansyah, S.H., MH sebagai penulis dan Project Leader 

perubahan maka perumusan hingga pelaksanaan proyek perubahan ini dapat berjalan 

lancar dan tepat sasaran dalam menghasilkan perubahan berupa peningkatan kinerja 

pada loket informasi dan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. 

Berikut ini merupakan Struktur tim efektif dalam proyek perubahan: 
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Gambar 4.2 Struktur Tim Efektif dalam Proyek Perubahan 

 

2. Stakeholder 

Dalam pelaksanaan aksi perubahan berupa Optimalisasi Pelayanan Loket informasi dan 

Pengaduan terdapat beberapa Stakeholder yang terkait adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Stakeholder Yang Terlibat 

No Nama Stakeholders Peran Hubungan Kerja 

 

1 Kepala Kantor Pertanahan 

kota Blitar 

Memberikan Arahan kegiatan aksi 

secara langsung. Mendukung dan 

menfasilitasi kegiatan aksi perubahan 

secara penuh. Mengesahkan 

dokumen surat menyurat 

Sebagai Mentor Aksi 

Perubahan (Atasan 

Langsung) 

3 Kepala Seksi Sub Bagian Tata 

Usaha 

Pimpinan Aksi Reect Leader Aksi 

3 Kepala Seksi PPS Memberikan dukungan penuh 

terlaksananya aksi 

Rekan Kerja Tim 

Aksi 

5 Kepala Seksi PHP Memberikan dukungan penuh 

terlaksananya aksi 

Rekan Kerja Tim 

Aksi  

6 Kepala Seksi SP Memberikan dukungan penuh 

terlaksananya aksi 

Rekan Kerja Tim 

Aksi 

7 Staff Seksi TU Memberikan dukungan penuh 

terlaksananya aksi  

Anggota Tim Aksi  

8 PPNPN Memberikan dukungan penuh 

terlaksananya aksi 

Anggota Tim Aksi 

9 Aparatur Desa Pengawasan terhadap Aksi Pengawasan 

Dari bagan diatas, berikut ini merupakan posisi pengaruh tim efektif 

terhadap proyek perubahan: 

Tabel 4.4 Posisi Pengaruh Tim Efektif terhadap Proyek Perubahan 

MENTOR 

KEPALA KANTOR 

PERTANAHAN 

KABUPATEN SUMENEP 

PROJECT LEADER 

KEPALA SUB BAGIAN  

TATA USAHA 

DODI 

SURYAMANSYAH PROJECT 

PELAKSANA 

ANGGOTA TIM 

PPNPN 

PROJECT 

KOORDINATO

R 

Anggota Tim 

Seksi 1 

Seksi 2 

Seksi 3 

Seksi 4 

Seksi 5 

 

PROEJCT PENGAWAS 

APARATUR 

DESA/KELURAHAN 
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No Tim Kerja Efektif 

Proyek Perubahan 

Posisi Pengaruh 

Positif Negative Netral 

1 Kepala Kantor Pertanahan √   

2 Kasubag TU √ - - 

3 Kepala Seksi Survei dan Pemetaan √ - - 

4 Kepala Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

√ - - 

5 Kepala Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan 

√ - - 

6 Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan 

√ - - 

7 Kepala Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa 

√ - - 

8 Staft TU √ - - 

9 PPNPN √ - - 

10 Kelurahan/Desa - - √ 

Sumber : Analisis Pribadi, 2023 

Berdasarkan hasil peran setiap stakeholder tersebut, maka dapat dipetakan kedalam 

kuadran seperti gambar di bawah ini. Dengan adanya dukungan para stakeholder di 

harapkan proyek perubahan ini dapat berjalan dan meberikan manfaat bagi semua.  

 

               LATENT 

Tidak memiliki Kepentingan khusus 

maupun terlibat dalam kegiatan tetapi 

memiliki kekuatan besar untuk 

mempengaruhi program jika mereka 

menjadi tertarik 
- Para Pejabat Pengawas 

- PPNPN 

 

 

 

          PROMOTER 

Memiliki kepentingan besar terhadap 

program dan juga kekuatan untuk 

membantu membuatnya berhasil (atau 

menggagalkannya) 
- Kepala kantor 

- Kasubag TU 

- Staft Tata Usaha 

 

                

APATHETIC 

Kurang memiliki kepentingan maupun 

kekuatan, bahkan mungkin tidak 

mengetahui adanya kegiatan 

 

 

 

 

                

DEFENDER 

Memiliki kepentingan pribadi dan dapat 

menyuarakan dukungannya dalam 

komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk 

mempengaruhi kegiatan 
- Apratur Desa/Kelurahan 
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Dari penjabaran quadran stakeholders di atas, terlihat stakeholders yang berada dalam 

kolom quadran promoter harus mendapat perhatian utama. Hal ini dikarenakan 

stakeholders tersebut merupakan pilar penting dalam kegiatan aksi yang menjadi tim 

aksi perubahan dalam implementasi kegiatan optimalisasi loket informasi dan 

pengaduan. Dalam kerja dan tim aksi perubahan sebagai pelaksana dalam kegiatan 

tersebut, peran Kepala Kantor Pertanahan, kasubag Tata Usaha dan juga para staft 

pada seksi Tata Usaha menjadi penentu karena dari Promoter inilah bermula dari 

teknis pelaksaan dan pengawasan internal  

Untuk kolom stakeholders defender, penulis memasukkan Aparatur Desa/Kelurahan, 

terkait Dasar Pertimbangannya karena secara khusus mereka memiliki kepentingan 

atau dengan kata lain membutuhkan ketersedian informasi publik pertanahan, baik 

untuk pelayanan maupun kebutuhan internal mereka atau untuk menyebarluasan 

informasi pertanahan kepada masyarakatnya. Selain itu, peranan mereka jika terlibat 

langsung dalam kegiatan aksi perubahan ini dapat memberikan dukungan dalam proses 

dan hasil dari aksi perubahan ini 

Para Pejabat Pengawas dan PPNPN dimasukkan dalam kolom quadran latent 

dikarenakan secara langsung kegiatan aksi perubahan ini tidak memiliki kepentingan 

khusus ataupun pengaruh bagi kelompok ini. Karena jika optimalisasi ini berhasil 

maka mereka yang akan merasakan hasilnya, dengan masuknya berkas yang 

berkwalitas baik, Hanya saja, jika mereka tertarik akan memberikan sumbangsi yang 

basgus untuk aksi perubahan ini 

 Untuk  APATHETIC tidak ada karena untuk yang bisa dikatan Kurang memiliki 

kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, 

tidak tidak ada dalam stakeholder kegiatan ini 

Peranan Stakeholder baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam 

penyelenggaraan aksi perubahan dapat di ilustrasikan dalam NETMAP Stakeholder 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Netmap Kegiatan 

 

Keterangan : 

 

  : Kolaborasi 

 

  : Hirarki 

 

  : Koordinasi  

PROJECT 

LEADER 

KASUBAG 

TU 

Kepala Kantor 

Kepala Seksi Survei 

dan Pemetaan 

Kepala Seksi 

Penataan dan 

Pemberdayaan 

Kepala Seksi Pengadaan 

Tanah dan 

Pengembangan 

Kepala Seksi 

Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

Kepala Seksi 

Pengendalian dan 

Penanganan 

Sengketa 

Kelurahan/Des

a 

PPNPN 

STAFT TU 
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E. MANAJEMEN RISIKO 

 

Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan 

terbaik dalam kondisi ketidakpastian, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti 

secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel. Dalam aktualisasi aksi perubahan, tentunya 

terdapat unsur risiko atau potensi masalah yang mungkin terjadi baik dari faktor teknis 

maupun non teknis, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 Management Resiko 

NO RESIKO/POTENSI MASALAH ANTISIPASI 

 

 

 

1 

 

 

 

Petugas loket informasi dan pengaduan 

tidak ada waktu untuk melakukan kajian 

tentang hukum pertanahan 

 

Merencanakan waktu diluar jam 

kantor, dan mencari tempat yang 

reppresentatif untuk bisa melakukaan 

kajian pertanahan 
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BAB V  

HASIL IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI  

DALAM AKSI PERUBAHAN 

 

A. Bentuk Pengembangan kompetensi terhadap GAP kompetensi Manajerial dan 

sosial kultural 

Kompetensi yang saya punyai bisa dijelaskan berdasarkan tabel dibawah ini, dimana ada 

10 bentuk pengembangan kompetensi yang dinilai, mulaidr hasil level paling bawah yaitu 

integritas sampai menjadi perekat bangsa, bentuk hasilnya penulis tuangkan dalam table. 

 

Tabel 5.1 Hasil Kompetensi Individu 
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Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil identifikasi akan dilakukan pengembangan 

kompetensi dengan kegiatan diklat atau pelatihan lain yang bisa mengembangkan potensi 

diri. 

B. Permasalahan Layanan dan Gagasan Perubahan 

Permasalahan layanan internal adalah bagaimana pelayanan loket yang kurang 

maksimal secara system, maka harus ada perubahan yang mendasar demi 

berlangsungnya pelayanan terbaik untuk kantor pertanahan, dimana semangatnya 

adalah bagaimana memberikan layanan terbaik dengan inovasi, dan inovasi 

pengoptimalan loket informasi dan pengaduan. saya anggap adalah salah satu 

komponen yang sangat berpengaruh dalam memberikan layanan terbaik bagi 

masyarakat dan internal pertanahan 

C. Cakupan Manfaat 

Cangkupan manfaat yang didapatkan dari kegiatan STULA untuk gagasan yang akan 

diadopsi pada Kantor Pertanahan dalam layanan loket, yaitu: 

1. Pembuatan loket informasi dan pengaduan 

2. Dokumen pendaftaran yang lebih mudah di kontrol 

3. Membantu petugas teknis dalam memaksimalkan pelayanan 

pertanahan 

D. Sasaran Perubahan Layanan 

Sasaran Perubahan Layanan yang dapat dilaksanakan pada Kantor Pertanahan 

berdasarkan hasil STULA pada Kantor BKPSDM Kota Tangerang yaitu adalah penguatan 

kinerja secara internal kepada seluruh komponen Kantor Pertanahan (ASN, PPNPN, ASK 

dan lainlain) 

E. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan  

Manajemen Pengendalian mutu yang didapatkan dari STULA di Kantor BKPSDM kota 

tangerang yaitu pada Pimpinan melakukan pengawasan langsung pada inovasi yang 

dibuat, kemudian terdapat coordinator (KABID) yang memastikan terlaksananya inovasi 

dan mencari solusi-solusi jika terdapat kendala teknis, dan selalu berkoodinasi dengan 

teknisi IT dalam rangka pengembangan inovasi. Teknisi IT yang memliki anggota 

berisikan petugas data, editing dsb yang befungsi sebagai pelaksana inovasi dan 

pengembangan inovasi juga memberikan laporan kepada pimpinan secara berkala dan 

memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam rangka pengembangan inovasi. 
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Hal ini dapat diadopsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan 

menerapkan sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor sebagai pimpinan dan pembina inovasi yang selalu melakkan 

pengawasan langsung jalannya inovasi dan kemudian mengambil kebijakan atas 

inovasi yang akan dilaksnakan pada Kantor Pertanahan 

2. Kepala sub bagian tata usaha yang bertugas untuk memastikan bahwa inovasi 

dapat terlaksana dan mencari solusi-solusi jika terdapat kendala Teknis 

3. Teknisi Pelaksana loket yang bertugas sebgagai pelaksana inovasi yang 

melaksanakan inovasi dan memberikan masukan dan saran dalam rangka 

pengembangan inovasi. 

F. Pemanfaatan atau Pengembangan IT 

Pemanfaatan atau pengembangan IT sudah diterapkan oleh Kantor BKPSDM Kota 

TAngerang dengan adanya INOVASI SIMASN, E-Kinerja, dll. Keunggulan penggunaan 

IT menurut Kantor BKPSDM adalah adanya basis data yang akurat, Kemudahan dalam 

updating data, analisis data yang luas dan menyeluruh, memberikan kemudahan kepada 

penerima layanan, dan paperless. 

Dalam adaptasi pemenfaatan IT atau Pengembangan IT yang dapat dilaksanakan sebagia 

inovasi pada kantor pertanahan kabupaten  Sumenep dengan melakukan pemanfaatn buku 

ekspedisi secara elektronik dimana tidak perlu lagi tulisan tanda terima dokumen, yang 

itu akan memakan waktu lebih lama, missal dengan menggunakan barcode dalam 

pemanfaatan IT 

G. Keberlangungan dan Pengembangan 

Keberlangsungan dan pengembangan inovasi pada Kantor BKPSDM dapat dilaksanakan 

dikarenakan Kantor BKPSDM mampu mengatasi resistensi Inovasi pada awal-awal 

pengembangan inovasi. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian dan 

Lembaga Terkait (adanya MOU dengan BKN), terbuka terhadap saran yang membangun.  

Membuka diri dengan satker dan instansi lain sehingga sudah dilakuakn duplikasi inovasi 

oleh satker lain (28 satker telah melakukan duplikasi inovasi) 

Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan oleh kantr Pertanahan Kabupaten Sumenep terhadap 

inovasi dalam pembuatan loket informasi dan pengaduan: 

1. Melakukan inovasi secara konsiten dan melawan resistensi dengan konsistensi 

2. Melakukan studi tiru kepada kantor-kantor yang memiliki inovasi pelayanan loket 

informasi dan pengaduan 
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3. Berkerjasama dan berkordiansi dengan Kantor Wilayah dalam hal penguatan 

inovasi 

H. Adopsi/Adaptasi Tempat Kerja 

Adopsi/Adaptasi Tempat kerja harus dilakukan, seperti halnya pada Kantor BKPSDM 

dengan adanya inovasi tersebut juga mempengaruhi pola pikir dan pola kerja seluruh 

ASN, PPPK di lingkuan Pemerintah Kota Tangeran. Kantor BKPSDM juga mampu 

mengatasi resistensi pada awal dilaksanakannya inovasi sehingga invasi dapat dirasakan 

manfaatnya secara optimal. 

Kantor Pertanahan dapat mengadopsi inovasi dan hal-hal yang telah dilaukan oleh Kantor 

BKPSDM yaitu secara konsisten melakukan inovasi sehingga membangun mindset dan 

pola pikir ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep 
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BAB VI  

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan 

1. Membangun integritas 

Kepemimpinan yang menjadi tauladan, berpikir kreatif dan inovatif dalam 

memotivasi tim efektif untuk melaksanakan proyek perubahan. Artinya pemimpin 

meyakinkan tim efektif bahwa proyek perubahan dimaksud merupakan bagian dari 

tugas dan fungsi organisasi dan tatalaksana yang harus dilaksanakan dengan capaian 

kinerja yang tinggi dan berkualitas.  

Dengan adanya Integritas dan Komitmen yang tinggi dari Tim Efektif Proyek 

Perubahan maka pencapaian tujuan akan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. Artinya bahwa Tim Efektif bukan saja hanya melaksanakan tugas dan 

fungsi dari bagian organisasi dan tatalaksana, namun merupakan pelaksanaan mandat 

organisasi Kementerian dan Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam melaksanakan 

kegiatan Reformasi Birokrasi dalam program penataan dan penguatan organisasi agar 

tercapai efektifitas dan efisiensi. 

Dalam membangun integritas melalui kepemimpinan dalam Aksi Perubahan ini 

adalah dengan melakukan perubahan paradigma pelayanan yang dari sebelumnya 

pelayanan terhadap KPKNL Sorong dilakukan secara manual ke pelayanan secara 

elektronik dengan berbasis website. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan 

layanan pertanahan secara elektronik berbasis website memiliki unsur transparan, 

efisien, akuntabel, dan terpercaya. 

 

2. Pengelolaan Budaya Pelayanan 

Koordinasi dan Kolaborasi dengan seluruh Stakeholder dengan mengedepankan 

asas persamaan dan keadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab proyek 

perubahan, sehingga partisipasi seluruh Stakeholder dalam pelaksanaan evaluasi 

organisasi dapat dirasakan menjadi tanggung jawab bersama dan membawa dampak 

perubahan kepada organisasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan pertanahan dan 

tata ruang kepada masyarakat menjadi lebih baik.Perbaikan budaya kerja menuju 

budaya yang melayani, Project Leader mempraktekannya melalui proyek aksi 

perubahan ini dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menyediakan loket khusus informasi dan pengaduan sebagai salah satu pentuk 

pelayanan kepada masyarakat; 

b. Memberikan Pelatihan kepada pegawai baik yang berada di fornt office dan juga 
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back office; 

c. Mengadakan kajian rutin kepada petugas loket, untuk memberikan pemahaman 

yang mempuni kepada petugas loket. 

d. Membantu staf untuk menyelesaikan setiap kelengkapan dokumen sesuai SOP 

yang telah disepakati. 

e. Merubah budaya lama dimana loket hanya sebatas menerima dan entry berkas, 

menjadi pusat informasi, sehingga petugas teknis tidak lagi di sibukkan dengan 

tamu  

2. Pengelolaan Tim 

Pengelolaan Tim Efektif dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia 

yang ada pada Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang berkomitmen 

untuk menciptakan pelayanan yang terbaik dan terpercaya dengan membangun Tim 

Efektif. 

Untuk kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan jadwal yang telah 

dibuat, maka pada minggu 1 (Pertama) dibentuknya Tim Efektif dan membangun 

kesepakatan dengan Stakeholder internal agar pelaksanaan Proyek perubahan dapat 

berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam tahapan pengelolaan tim 

dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 

a. Rapat Pembentukan Tim 

Pembentukan Tim Efektif dengan tujuan membentuk Tim Efektif yang 

memiliki persamaan tujuan dalam melakukan implementasi aksi perubahan. 

Pembentukan Tim Efektif sebagai bentuk legalitas pelaksanaan kegiatan oleh 

Tim Efektif Aksi Perubahan Mewujudkan Pelayanan Pertanahan Yang Efisien 

Melalui optimalisasi loket informasi dan pengaduan. 

Tim Efektif ini melibatkan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten selaku 

Sumenep, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Project Leader, dan Jajaran 

Pegawai di Kantor Pertanahan kabupaten Sumenep. 

 

Gambar 6.1 Rapat Pembentukan tim Efektif 
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b. Penerbitan Surat Keputusan Tim Efektif 

 

Gambar 6.2 SK Pembentukan Tim efektif 

Tahapan ini menghasilkan Output Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor ......................... tentang Pembentukan 

Tim Efektif Peningkatan Layanan Loket Informasi dan Pengaduan di kantor 

Pertanahan Kabupaten Sumenep. Surat Keputusan ini merupakan dasar Tim 

Efektif membantu pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sumenep. 

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

1. Capaian Tanahan Inovasi 

Tujuan inovasi dari Aksi Perubahan dalam jangka pendek adalah memberikan 

pelayanan terbaik kepada pemohon Adapun kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut 

diuraikan dalam tiga tahapan yaitu, Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi, 

Sebagaimana Berikut: 

a. Tahapan persiapan 

Koordinasi internal dengan para kepala kantor dan  pejabat pengawas pada kantor 

Pertanahan kabupaten Sumenep, Pada tahapan ini Project Leader memberikan 

penjelasan secara terperinci tentang Aksi perubahan yang akan dilaksanakan kepada 

Mentor supaya kegiatan Aksi perubahan dapat berjalan. Mentor dalam proses 
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pelaksanaan Aksi perubahan selain sebagai pembimbing juga bertugas sebagai 

pengawas pelaksanaan proyek perubahan, Mentor juga dapat  memberikan  

dukungaepada Project Leader dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang 

diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan. 

 

Gambar 6.3 Rapat Persiapan Kegiatan Aksi Perubahan 

b. Tahapan koordinasi Internal dengan petugas loket 

 

Gambar 6.4 Surat Tugas Loket Informasi dan Pengaduan 

Pada tahapan ini, kami mencoba mengajak diskusi petugas loket terkait kebutuhan dan 

kendala apasaja yang dialami oleh petugas loket, terutama jika ada yang membutuhkan 

informasi dan pada masyarakat yang mau melakukan pengaduan, dan dari korrdinasi 
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bisa ditarik sebuah keputusan diamana untuk Sumber Daya manusia sudah cukup, 

hanya saja belum dimanfaatkan dengan baik dan kurang di beri bimbingan dengan 

baik, maka kami mempunyai inisiatif untuk membuat Surat keputusan pembagian 

tugas loket informasi dan pengaduan 

c. Memberikan kajian Rutin kepada petugas loket. 

Dalam hal kajian, adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada petugas 

loket, membuka cakrawala pengetahuan, dan kajian ini bersifat diskusi bedah aturan, 

jadi tidak model ceramah, akan tetapi membahas bersama  

suatu aturan dengan membawa referensi masing-masing , maka disinilah kita bisa 

mengetahui ternyata banyak pendapat dan tafsir dalam memahami peraturan 

perundang-undangan, maka di forum diskusi ini, menjadi sarana untuk menyatukan 

persepsi, agar sejalan seirama. 

 

Gambar 6.5 Diskusi Tentang Peraturan Pertanahan 

d. Memberikan pelatihan kepada petugas Front Office dan Back Office. 

Pelatihan dalam hal ini adalah pelatihan dalam hal memberikan pelayanan adalah 

bagaiman cara menyambut pemohon, cara berbicara dengan pemohon. Karena loket 

adalah wajah pertama sebuah pelayanan, orang menilai dari bagaimana dia dilayani. 

Maka kami bekerja sama dengan pihak bank BRI untuk bisa memberikan pelatihan 

kepada petugas front office dan back office. Dan dari pelatihan tersebut diharapkan 

dapat merubah atau memperbaiki tata cara pelayanan dalam menghadapi pemohon, 

diharapkan pemohon mendapatkan layan terbaik dari sisi front office maupun dalam 

pelayanan percepatan pelayanan oleh Kantor pertanahan kabupapaten Sumenep 
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Gambar 6.6 Pelatihan Pelayanan Oleh Bank BRI 

e. Menyediakan komunikasi via zoom dalam pelayanan 

Jaman era digital seperti saat ini, komunikasi dua arah sudah semakin gampang dan 

tidak membutuhkan biaya yang mahal, tapi selain masalah biaya, banyak masyarakat 

yang ingin meminta informasi ataupun pengaduan, akan tetapi banyak yang tehalangi 

oleh waktu maka kami juga menyediakan link zoom pada setiap hari selasa jam 13,00 

WIB, selain bisa efektif memfasiltasi masyarakat yang terkendala waktu, konsul 

zoom juga dianggap bisa efektif mengurangi banyaknya masyarakat yang datang dan 

berinteraksi langsung kepada para karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.   

  

Gambar 6.7 Zoom Pelayanan Pertanahan  
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f. Manfaat Aksi Perubahan 

1. Loket Informasi dan pengaduan 

Kondisi sebelum aksi perubahan, untuk loket informasi dan pengaduan tidak ada loket  

dan petugas yang khusus untuk mengatasi hal tersebut, dengan adanya loket khusus dan 

petugas khusus akan sangat membantu karena mempunyai tugas yang spesifik dan 

penanganan khusu, pasca setelah adanya aksi perubahan ini, maka dibuatkan loket khusus 

dan petugas khusus yang mempunyai kemampuan khusus. 

 

Gambar : kondisi loket sebelum aksi perubahan 

 

Gambar  : Kondisi loket setelah aksi perubahan 
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2. Manfaat aksi perubahan terhadap peningkatan kualitas Pelayanan 

Peningkatan pelayanan dalam aksi perubahan adalah tujuan utama dalam aksi 

perubahan ini, dan dalam menuju hal tersebut dilakukan dengan optimalisasi informasi 

dan pengaduan, salah satu manfaat dari optimalnya loket informasi dan pengaduan adalah 

dalam memberikan informasi pendaftaran, petugas loket sudah sangat deatil dan baik 

dalam memberikan pemahaman dan pengertian yang kepada  masyarakat, salah satunya 

indikatornya adalah, dengan penyelesaian berkas yang sangat cepat dikarenakan berkas 

yang masuk hampir 100% sudah lengkap tidak ada kekurangan apapun, sehingga tidak 

ada berkas yang kembali karena kurang persyaratan. Sebagai eviden kami tampilkan 

proses perdaftaran berkas sampai proses penyelesaian. 

 

Tabel : Pendaftaran peralihan Hak sebelum aksi perubahan 
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Tabel : Pendaftaran peralihan Hak setelah aksi perubahan 

 

3. Perubahan Dalam proses loket pengaduan 

Tidak adanya Standart Operasional Pelayanan dalam pengaduan, pada waktu sebelum 

adanya aksi perubahan ini, dikarenakan setiap ada pengaduan keterlambatan penyelesaian 

berkas untuk petugas loket langsung di arahkan kepada pejabat teknis atau petugas teknis 

terkait  

Tabel : Lampiran Surat tugas NO. 172/ST-35.29.UP.04.01/VI/2023 
 PENGERTIAN  

TUJUAN 1. Loket informasi bertujuan, memberikan 
informasi dengan sejelas-jelasnya 
kepada masyarakat yang membutuhkan 

2. Loket Pengaduan bertujuan, menerima 
laporan terkait pelayanan pertanahan 
yang tidak sesuai prosedur dan SOP 

REFERENSI 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Dan Pengaturan 
Pertanahan 

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Standar 
Pelayanan Kementerian Agraria Dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan 
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Nasional 
3. eraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah 

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak 
Atas Tanah 

PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH 1. Masyarakat yang datang langsung tanpa 
kuasa didahulukan untuk dilayani 

2. Masyarakat yang datang harus 
disambut dengan ucapan salam dan 
dipersilahkan duduk 

3. Memperkenalkan diri sebelum bertanya 
nama tamu, sambil meminta identitas 
tamu dan bertanya permasalahan yang 
akan ditanyakan 

4. Masyarakat yang datang langsung tanpa 
kuasa didahulukan untuk dilayani 

5. Petugas semaksimal mungkin 
menjawab semua pertanyaan sampai 
masyarakat merasa terlayani 

6. Jika pertanyaan yang diajukan diluar 
kemampuan petugas, maka baru bisa 
diarahkan kepada seksi terkait untuk 
dipertemukan dengan korsub/staf seksi 
terkait atau kepada pejabat pengawas 
seksi terkait 

7. Jika permintaan/pertanyaan 
masyarakat diluar atau yang melanggar 
peraturan, diluar aturan SPOP, maka 
petugas berhak mengatakan tidak bisa 
dilanjutkan atau tidak bisa di daftarkan 
karena tidak memenuhi syarat. Dan 
tidak boleh dilanjutkan untuk bertmu 
petugas teknis ataupun pejabat 
pengawas 

  

 

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

1. Legalitas Penerapan Inovasi. 

Legalitas penerapan inovasi dalam hal, optimalisasi loket informasi dan pengaduan 

pada kantor pertanahan Kabupaten Sumenep dalah Surat Keputusan Kepala kantor 
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pertanahan kabupaten Sumenep Nomor 112/SK-35.UP.04.05/VI/2023 tentang 

pembentukan tim efektif peningkatan Layanan informasi dan pengaduan. Dan juga 

himbauan kepala kantor pertanahn kab sumenep, untuk selalu memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat, terutama pemohon yang datang tanpa kuasa, dimana mereka 

masuk dalam pemohon yang di prioritaskan. 

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi 

Untuk keberlanjutan inovasi dan penerapan wujud pelayanan pertanahan yang 

efisien melalui optimalisasi pelayanan loket pengaduan dan informasi, maka aksi 

perubahan tersebut akan dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Saat ini untuk sarana dan prasarana masih banyak kurang seperti komputer yang 

sudah tidap update. 

b. Untuk kajian terkait aturan peundang-undangan harus selalu dilakukan mengingat 

peraturan terkait pertanahan yang selalu berubah mengikuti perkambangan zaman 

c. Selalu dibangun komunikasi yang efektif dan inovatif untuk mengurangi masyarakat 

yang hadir ke kantor dan melakukan tatap muka dengan paja pejabat BPN 

d. Lebih sering melakukan pelatihan skill untuk semua karyawan BPN Sumenep. 

Dilakuka contine untuk melatih/mengasah kempuan para petugas kantor pertanahan 

Kabupaten Sumenep 

D. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil akhir dari aksi perubahan adalah memberikan ruang khusus kepada masyarakat 

untuk meminta informasi dan melakukan pengaduan kepada kantor Pertanahan kabupaten 

Sumenep, dimana informasi dan pengaduan tersebut akan sangat cepat diatasi oleh petugas 

loket informasi dan pengaduan, karena para petugas loket sudah diberikan pelatihan, sudah 

diberika pemahaman terkait hukum pertanahan. 

Maka informasi dan pengaduan sudah tidak perlu lagi harus berhadapan dengan pejabat 

pengawas untuk sebatas memberi masukan, walaupun dalam case tertentu tetap harus 

bertemu dengan pejabat terkait, akan tetapi saat ini sudah sangat jarang. Dan para petugas 

teknis bisa fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya, tidak perlu lagi menghadapai 

masyarakat yang bertemu karena tdak puas dengan pelayanan yang ada  

 

B. REKOMENDASI 

Untuk Keberlangsungan inovasi dalam pelaksanaan aksi perubahan pada tahapan 

selanjutnya dapat direkomendasikan, sebagai berikut : 

1. Untuk petugas loket untuk selalu membiasakan diri dalam menggunakan SOP 

perihal menyambut masyarakat yang datang ke kantor 

2. Kepada pejabat pengawas agar selalu membimbing dan memberikan arahan kepada 

seluruh petugas dikantor pertanahan Kab  Sumenep. 

3. Penggunaan hasil dari kegiatan Aksi Perubahan ini diharapkan dapat bermanfaat 

tidak saja untuk kebutuhan internal organisasi, tapi pada eksternal organisasi 

Penulis ucapkan terima kasih kepada Tim Penguji dan Coach Aksi Perubahan atas 

perhatian, bimbingan, kritik dan saran yang membangun yang telah disampaikan selama 

pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Angkatan I Tahun 2023. Semoga 

penulis dapat menjadi agen perubahan yang berintegritas dan penuh semangat untuk 

meningkatkan pelayanan publik yang prima menuju Reformasi Birokrasi. 
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Lampiran-lampiran 
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